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' DiENQAN HAHLIAT TUHAN YANG 15AHA ESA 
DUPAII KEPALl' DilERAH TINHCAT I I PACITAN ^ • 

Ifenlmbaaig : bahma untulc nenetapkaii dasar hukum pelaksanaaa pendaf-
taraa penduduk dalam rangka mslaksanakan ketentuan da­
lam Kaputusaa Ereeiden Nomoor 52 tabun 1977f noka dl 
pandang perlu imtuk mengatur ton tang Kartu Keluarga , 

J Ehrtu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka^pe -
laJcsanaan Pendaf taran Penduduk, den^n suatu Peraturan 
Daerah Tingkat Zi; 

Jfenglngat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 twitang Pokok -
pokok Pemerintahan dl Daerah ; " \ 

•2; Dndang-undang Nomor 12 tahun 1950 ten tang Pembentuk 
an Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan I^opln-
s i Jam Timur ) 

3. thdang-undang Nomor 12 Drt,: tahun 1957 tentang Per­
aturan Ifeium Eetribusl Daeiah ; 

4. Keputusan Presiden Ncmior 52 tahun I977 tentang Ibn-
daf taran Penduduk j 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 
tentang Polakaanaan Pontaftaran Ibnduduk j 

6; Keputusan I^enterl Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 
tentang Pedoman Penyusunan Pw^tuiBn i:aer«h linrkat 
I I tentang Kartu Keluarga, Ka^tu Dinda Penduduk^ 

- Perubahan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk. 
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Bangan peroetujuan Dewan Pomikilaa Ealiyat Daerah Ehbupaten Daerah 
Tingkat I I Pacltan, -

M E M U I T J S K A N 
Jfenetapljan : PERATDEAN B\H1AH KABUPATET DAERAH IXNGKAT I I PACIIAN 

, TETTTAHG KAETU KELUARGA, KARTU TANDA 
PENDUDDK D.IN PERUBAIUN DALAM RANGKA 
PELAKSANAAI? PEnDAPTAHAN PENDUDUK. 

B A D I 
KETENTUAN UMDM 

Pasal 1 
{1) Dalam Peraturan Daerah I n i yang dlafiksud dengan 

IstUah t 
- 9 

a* Pemerlntah Daerah Tingliat I I , lalah Pemerlntah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacltanj 

b^ Kepala Daerah Tingkat 11^ lalah Bupati Kepala 
Daerah linglmt I I Paoltan } 
Duroh Tingkat IX, lalah Kabupaten Daerah Ting 
)nt IX Paoltan | 

d* Instansi atasan, lalah Instansl atasan davl 
Kepala Daerah Tingkat I I j 

e; Desa, lalah suatu t n l t Pemerlntah yang berada-
langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama 
lain yang setingkat dengan desa dalam Daerah 
Tingkat XI seperti Keluaehan, Lin^ouigan | 

(2) Dalam Peraturan Daerah i n i pengertian darl i s t i -
• lah I 

ai Penduduk, lalah setiap orang balk warga Negara 
Repiibllk Indonesia mauiun orang aslng yang n»-
netap dalam wllayah Negara Eepubllk Indonesia | 

. b. Penduduk orang aslngf lalah orang aslng yang 
telah iiwnetap dalam wHayah Ne^ra RepUbllk In , 
donesla sesual dengan peraturan perundangan — 
yang berlaku ; 

0. Penduduk semsntara, lalah orang asing yang ber 
tempat tinggal tidak menetap dalam wllayah Ne­
gara Eepubllk Indonesia | 
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d« Perubahan, lalah mutaBt yang terjadl dalam sua 
tu wllayah karena perplndahan, kelahlran dan 
Iramatlan | 

e. Kartu Tanda Penduduk.(KXP), lalah Eartu aeba -
gal tanda buktl d l r i (legitlmael) temput ting­
gal tetap dalam suatu Daerah Tingkat I I | 

t i Surat Keterangeui Pendaftaran, lalah merupakan-
buktl d i r l bagi orang aslng sebagai penduduk -
sementaxa yang bertenrpat tliiggal sementara da­
lam suatu wilayah Daerah Tingkat I I | 

g* Kartu Keluarga, lalah Eartu yang memuat daf tar 
namB-nama anggota keluarga aecara kemasyorakat 
an jnenjadl tanggroig dawab Kepala Keluarga j 

h« Kepala Keluarga, lalah i -
,U Orang l a k i - l a k l kawln atau tldak, Juga ber 

teiDpat tinggal dengan orang pereji5)uan seba­
gai Istrinya dan/atau bersama dengan anak -
anaknya ( ' 

2* Orang perempuan tanpa mamandang ksduduksuinya 
dalam hubungaa keluarga yang bebtempat ting 
^ i l dengan anak-anaknya yang belum dewasa -
atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah 
dewasa ) 

3. Orang l a k l - l a k i atau perempuan yang bertem­
pat tinggal sendiri \ ' . ' 

4* Kepala kasatrlan, asrama, runah platu dan 
Xaln-laln penonahan dlmana beberapa or%ng 
bertempat t l n g . ^ bersama-sama dan/atau se­
bagai kesatuan keluarga \ 

51 Orang yang menjadl atau dlanggap menjadl ku 
asa/wakil da^l orang yang terganggu Ingatan 
nya I 

6« Kuasa darl orang yang kehllangan hak mengjk 
asai atau mengurus harta bendanya menurut -
keputusan Pengadllan* 
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B A B I I 
ZEffAJiiiAN PISHDAPIARAN PENDUDUK . 

Pasal 2 
(1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal diwailayah Dae­

rah Tingkat 11, dengan memperhatlkan ketentuan . dnl^m 
pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah i n l , wajlb mendaftar 
kan d l r l kepada Kepala Daerah Tingkat I I melalul Kepa­
l a Desa 8etezi$>at untuk Tn«Tn̂^̂v-̂  Khrta Tanda Penduduk { 

(2) Dengan'tidak mengurangl ketentuan dlmaksud pada ayat 
(1) pasal i n i , setiap keluarga wajlb mendaftarlran d i r l 
kepada Kepala Daerah Tingkat I I melalul Kepala Desa 
BetempÊ t untuk memillkl Kartu Keluarga | 

(3) Setiap penduduk cementara yang bertempat tinggal semen 
tara dalam wilayah Daerah Tingkat I I wajib mendaftar -
kan d l r l kepeda Kepala Daerah Tingkat XI melalul Kepa-
la Desa setes^at untuk TnAm4HV4 Surat Keterangan Pen -
daftaran* 
j • 

B A B I I I 
KARTU KEIEAEGA DAN KARTU TANHV PENDUDUK 

Pasal 3 

(1) Setiap Kepala Keluarga wajlb memiUlcl Kartu Keluarga j 
(2) Dalam Kartu Keluarga dloantukan data Kepala Kekuarga — 

dan anggota keluarga yang bers^igkutan \ 
(3) Anggota keluarga yang teroantim dalam Kartu Keluarga s 

adalnh mereka yang seoara kemasyarakatan menjadl t a n ^ 
gung lawab Kepala Keluarga yang bersangkutan ; 

(4) Bentuk dan wama Kartu Keluarga dltetapkan oleh Kepala 
Daerah Tingkat I I dengan memperhatlkan petunjuk darl 
Instansi atasan* 

Pasal 4 . 

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tuJuh belas) ta 
. hun atau telah kawln atau peniah kawin wajlb memillkl-
Kartu Tanda Penduduk (KPT) ( 

(2) Bentuk dan wama Kartu Tanda Penduduk (KTP) dltetapkan 
oleh Kepala Daerah Tingkat I I dengan memperhatlkan pe-
tunjuk darl Instansi atasan t 
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(3) Dalaa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dloantumkan antara -
la i n nama lengkap, jenls kelamln, warga nsgara, tempat 
dan tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, alamat, pas 
photo, nomor Karta Tcmda Penduduk, golongan darah* 

' Paeal ' 5 

(1) Setiap Kepala Keluarga wajlb melaporkan perubahanyang : 
terjadl atas dirlnya atau anggota keluarganya kepada-

' Kepala Desa setempat f 
(2) Kewajlban dlmakaud pada ayat ( l ) pasal I n i berlaku ba 

gi anggota keluarga, apablla Kepala Keluarga berha — 
langan ; 

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 {eiqiatVbe -
las) hari, setiap perubahan yang terjadi atas perubah 
an Kepala Keluarga dan anggota keluarga dloatat dalam 
Kartu Keluarga dengan oara dimakeud dalam pasal ' 6 
ayat (1) Peraturan Daerah inlS 

Pasal 6 
(1) Setiap penduduk yang barplndah tempat tinggal wajlb 

melaporkan kepada Kepala Desa d i t e s ^ t yang lama dan 
mengurus keterangan pindah darl pejabat yo-ns berwe — 

. nang nenyangkut kepladahannya sekurang-kurangnya 7 -
(tujuh) hari sobelum hari kepindahan yang bersangkut­
an dan kepada ]&pala Desa diteszpat yang beru selombat 
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak yang bersangkutan sampai ditempat tersebut | 

(2) Dengan memperhatlkan ketentuan dimaksud pada ayat ( I ) 
pasal i n l , penduduk yang bersangkutem mengurus aurat-
plndah kepada Camat dalam hal kepindahan kelaln Keca­
matan atau keluar Daerah Tingkat I I Jawa Tinur | 

(3) Camat sebagai pejabat yang berwenang dimaksud pada 
ayat (2) pasal i n i , bertlndak 1 
a* atas namEUiya dalEua hal kepindahan kelaln Keoamatant 
b* satelah mcndapat peiimpahan wewenang darl ^pala 

Daerah TingEat IZ, dalam hal kepindahan keluar Dae, 
rah Tin^Iiat IX atau 

0* setelah mendapat pellmidihan wewenang darl Gubemur 



Kepala , Daerah Ilnekat I Jawa Ilmur, dalam hal ke -
plndahan keluar rropinel Daerah Tingkat I Jawa T i ­
mur 1 

(4) Dalam hal kepindahan kelTiar negeri, keterangan pindah 
darl Camat easuai dengan pelinrpahan wewenang darl Gu — 
bemur Kepala Daerah Tingkat X Jawa Timur untuk diaanw 
paikan kepada Instanoi Inigraai yang berwenang bersama 

. Burat-surat l a i n yang dlperlukani 

Pasal 7 
Untuk setiap perubahan dlmakaaid dalam pasal 5 dan 6 Per -
aturan.Daerah i n i dioosuailcaa daftar islan yang bentuk dan 
warnanya dltetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat I I dengan 
memperhatlkan petunjuk darl Instansi atasan. 

Pasal 8 
(1) Kartu Keluarga d i l s i oleh Kepala Keluarga dan diketa -

hui kebenarannya oleh Kepala Desa ; 
(2) Kartu ̂ luarga dibuat rangkap 4 (ecgjatC yang merupakan 

data adminlstrasi bagi Camat, Kepala Desa, ̂ pala Hu- . 
Jcxa Tetangga dan Kepala Keluarga ; 

(3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Ke, 
pala Desa diadakin penelltlan kembali atas Kartu Kelu­
arga,-•, 

pasal 9 
(1) Kartu Tanda Penduduk ( K I D ) diberlkan dan ditanda tan^gt 

n i oleh Camat atas nama Ekpala Daerah Tingkat I I ber­
dasarkan Kartu Keluarga | j 

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku S6lama^2'^(dua)tahun 
sejak tanggal dikeluarkannya untuk soseorang | 

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa -
berlakunya, wajib dilaporkan oleh penduduk yang ber -
sangkutan untuk diganti dengan Khrtu Tanda Penduduk — 
(KTP) jtang baru ; 

(4) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ZIP) yang ru-
sak atau hilang, diganti dengan kartu yang baru setelah 
yang berkentingan menyerahkan surat keterangan mengenai 
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kehllangan atau keruaakan darl Kepolisian setempat -
dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat 
(2) Peraturan Daerah I n i f 

(5) Setiap penduduk hanya dapat mojalliki 1 (satu) .Eartu' 
Tanda Penduduk; 

- - B A iJ IV 
. PErrGADAAlT DAN PEMiJUATAN EARTU/SDEAT . 

SERTA EETRIDUSI 
pasal 10 

(1) Biaya yang dlkeluarkan sebagai akibat pelaksanaaa -
pengadaan dan pembuatan Eartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan surat Keterangan Pendaftaran d i -
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tingkat I I | 

(2) Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk (KIP) dan surat Ketexangan Pendaftar^ d i -
kenaksn retribusi termaeuk ongkos oetak masing-ma — 
sing Karti/Surat dltambah 10 ̂  (sepuluh per8en)untuk 
biaya penyelenggaraaa d i Keoanatan dan Kelurahan, ser • 
ta biaya f oto maslng-maslng untuk t 
a, Kartu Kelxiarga, sebesar Ep 150,00 (seratus lima -

puluh rupiah) | , , , > 
b* Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebesar Ep 175|00 (se 

ratus tujuh puluh lima rupiah) ( 
o; Surat Keterangan Pendaftaran, sebesar Bp 150, 00-

(seratus l i n ^ i puluh rupiah) | 
(3) Retribusi ongkos oetak Kartu/Surat serta biaya foto 

dimaksud merupakan penerimaan yang dimasuldcan Kas 
Daerah Tingkat I I dan dltambah 10 ?£ 6 sepuluh porsen) 
langsung dipergunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan — 
maslng-maElng 25 ̂  (dua puluh lima persen) dan 75 
(tujuh puluh lima porsen). 

B A B V . 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 11 
(1) Pelanggaran atau Iralalalon terhadap ketentuan-keten-

tuan dalam pacal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6ayat 
(1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah i n l , dapat di 
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; hukum pldana kurungati selama-laizianya 3 (tlga) bulan 
atau denda •etluggi-tlngglnya Rp 10.CX)0,00 (aepuluh r l 
bu rupiah) j 

(2) Tindak pldana dimaksud pada ayat (1) pasal Iniiadalah-
pelanggaran. 

B A B VI 
K E T E i m J A l T PERALIHAIT DAN PENTmjP 

Pasal 12 
Eartu Esiuurga dan. Eartu landa Penduduk (ETP) yang ada se-
karang tetap berlaka sabelum diganti aengan Eartu Keluarga 
. dan. Kartu landa Penduduk (KTP) berdasarkan Peraturan Dae -
rah i n i . 

pasal 13 
(1) Peraturan Daerah i n i nulai berlaku pada tang^il d i — 

xindangkan | . 
(2) Dengan berlakugya Peraturan Daerah i n i dinyatakan d l -

oabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Paoltan Nomor 30 tahun 1976* 

Pacitan, 28 Pebruari 1978 
DENAN PEBWAKIUN HAKIAT DAERAH BUPATI KEPALA LVERAH TINGKAT H 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I P A C I T A N 

P A C I T A N 
Ketua 

Cap; ttd« Cap; t t d . 
SOEJITNO. BA MOOH. KOESHAN 

Disahkan den^n Surat KeputU8£ui Gubemur Kepala Daerah Ting­
kat I aana Timur tanggal 31 Karet 1978 No.* Hk . / l 2 7 A 8 . 

Ani GUBERNUR KEPAU DAERAH TINGKAT I 
JAWA TIKDH 

Sekretaris Wilayah/Daerah 
Cap. t t d . 
TRIMAHJONO, SH 



Dlundangkan clalAia Xembaran Daerah Kabupaten Daerah. Tingkat I I 
Paoltan tanggal 23 J u j i 1978 Nomor 7 Serl B tahun 1978. 

An; BUPATI KEPALA LVERAH TINGKAT I I 
P A C I T A N 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

.Cap. ttd; 
HAROEN AL-HOSYID 
Nipi 510 040 346 
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P E N J E L A S A N 
• ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH IINGZAT I I PACITAN 
NOMOR 2 TAHUN 1978 
, • • TENTANG 

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN 
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN 

PENDAPIARAN PENDDDDK 

KSNJELASAN UMDM 
Dalam rongka melaksanakan Keputusan ITesiden Nomor 52 tahun -

1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahua 1977 serta 
Instruksl Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang^il 21 
Pebruari 1978 Nomor 6 tahun,1978, dltotapkanlah Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Paoltan Nomor 2 tahim 1978 tentang Kar 
tu Keluarga, Khrtu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelak 
saan pendaftaran Penduduk. 

Motif atau alasan yang mendorong ditetapkannya Peraturan Daerah 
tersebut adalah sejalan dengan alasan yang dikonstatlr atau dinya­
takan oleh l^esiden dengan Keputusannya Nomor 52 tahun 1977, bahwa 
pelaksan^W pendaftaran penduduk dl Indonesia belum terlaksana de­
ngan balk; Oleh karena I t u dengan dltetapkan Peraturan Daerah ter 
sebut dlharapkan dapat tercapai usaha penertiban pendaftaran pen­
duduk d:ui selanjutnya leblh jauh darl i t u tercapai pula usaha pern 
binaan ketenteraman dan ketortiban Daerah dalam oakupannya usaha — 
ketenteraman dan ketertiban Nasional. 

PENJELASAN PASAL DEMI FAG.VL 
Pasal 1 

Dengan pasal i n i dlmakcudkan agar terdapat keseragaman pengertl 
an terhadap i s t i l a h - l s t i l a h dalam Peraturan Daerah I n l , sehingga — 
balk bagi pelaksana maupun masyarakat dlharapkan mudah melaksana — 
kan dan mentaati berlakunya Peraturan Daerah I n i . 

Pasal 2 
Penertiban pendaftaran penduduk sebagai usaha pembinaan ketente 

raman dan ketertlban Nasional bukan semata-mata menjadi tanggung -
Pemerlntah tetapl Juga msnjadl tanggung jawab setiap penduduk atau 
nasyarakat karena h a s i l darl pada ketenteraman dan ketertlban Na — 
sional biikan hanya dlnikmatl oleh Pemerlntah saja tetapl juga oleh 
penduduk atau maeyarakat; Oleh karena i t u setiap penduduk atau 



maayarakat porlu diberlkan kesadaran akan hal I n i * 
Usaha laanyadarkan setiap penduduk atau jaaeyarakat tersebut ditem 

puh dengan menempatkan satu olaueula dalam pasal I n i sebagai Taj l b " 
bagi setiap penduduk atau masyarakat untuk msndaf tarkan d l r l . 

Pasal 3 s/d 9 
Dengan ketentxian-ketentu^n tersebut dalam pasal-pasal i n l '̂ iTunv 

sudkan agar seeara oenaat dapat dlketahul setiap penduduk yang bar 
ada dalam Daerah Tingkat I I Paoltan, sehingga usaha penertiban pen 
daf taran penduduk benar-benar dapat tercapai* 

Pasal 10 

Agar teroapai keseragaman dan kesempumoan dalam pembuatan dan 
pengadaan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk memerlukan pena-
nganan yang sungguh-sungguh. oleh Pemerlntah Baerah dan pembiayaan-
nyapun dlbebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khbu 
paten Daerah Tingkat IX Paoltan* 

Namun pendaftaran penduduk sebagai suatu hal yang wa^llb bagi se 
tlap penduduk maka sewajamyalah kalau atas pemenuhan kewajlban -
tersebut penduduk dlpungut biaya yang tldak memberatkan sesual de­
ngan kmdlsl Daerah walaupun xoaslh dimungkinkan bagi penduduk yang 

X 
tldak loampu imtuk dlbebaskan darl biaya i t u * 

Pasal 11 

Dengan ketentuan i n l dlxBkudkan a^ir setiap penduduk menyadarl 
bahwa pendaftaran penduduk merupakan suatu hal yang wajlb dilaksa-
nakan dengan reslko .bahwa tldak mslaksanakan kcwajiban tersebut da 
pat beraklbat suatu nestapa baglnya (ancaman hukuman kurungan) dan 
kerugian n a t e r l i l baglnya (ancaman hukuman denda). 

Pftsal 12 

Dimaksudkan ageir tldak terdapat ke'yaJcusxn (kekosongan) hukum / 
Peraturan; 

Pasal 13 

Cukup Jelas 


